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Sesuai surat Undangan DPRD Provinsl DK Jakarta !

1. Nemor 1087/HK.01.02 Tanggal 21 MNevember 2023 Perihal Pembahasan Pasal-
Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Deerah Momor
2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipll

2. Nomor 1088/HK.01.02 Parhal Pembahaszan Pasal-Pasal Rancangan Peraturan
Daergh tentang Pencabutan Persturan Daersh Nomor 11 Tahun 1892 tentang
Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Serbu Kotarmadya Jakaria Utara.

Adapun hasil percakapan, dapat kami laporkan sebagai benkut:

13:01:08 Pantas Nainggolan M

Dengan ini rapat Bapemperda bersama dengan seluruh undangan dalam rangka
pembahasan pencabutan dua peraturan daerah yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun
82 dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk
umum, sesuai dengan undangan vang ada di hadapan kita, ada dua undangan, tetapl
kita nanti akan bahas satu persatu, namun di dalam satu alur pembahasan.

Yang yang pertama yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 1992 tentang penataan dan
pangelolaan Kepulauan Serbu Kotamadys Jakarta Utara ya lihat judulnya dan
tahunnya tahun 52 ini masih Kepulauan Seribu masih berada dalam posisi status
Kecamatan bagian dan Jakarta Ltara tahun 92.

Kemudian raperda yang kedua adalah peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kedua raperda ini telah diajukan ke DPRD
telah disampaikan dalam rapat Paripurna telah mendengarkan pemandangan umurm
fraksi-fraksi dan juga telah mendengar fanggapan dan pada dan eksekutif dan kinl
menjadi pokok bahasan dari Bapemperda.

Kita awaii dengan Perda yang pertama yaitu Perda nomaor 11 tahun 1352 tentang
panataan dan pengelolaan Kepulauan Serbu Kota Jakarta Utara, ya secara fislk
sekarang telah hadir bersama-sama dengan kita pak Bupati Kepulauan Seribu yang di
beserta dengan jajaran Pemerintahan Kepulauan Serbu, juga ada dari kepala biro
hukum dan dari dinas Citata, Citste yang merupakan leading sektor dari peraturan
daerah ini

Jadi silahkan digtur gimana caranya, tapi vang mungkin peru kita dengarkan dulu kira-
kira keberadaan Perda 11 tahun 82 in ya perlu juga disampaikan apakah oleh kepala
biro atau dari bupat atau langsung gimana caranya, Citata aja oke silahkan,

13:03:22 ka. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
Assalamualaikum warahmatwiahi wabarakatuh, terima kasih bapak pimpinan mohon

izin pak Bupati, pak Karo Hukum jadi memang kami mengusulkan untuk Perda 11 tahun
82 ini untuk dicabut pak, slasan pencabutan inl karena sudah tidak ada relevansinya
lagi dengan dinamika peraturan perundangan yang ada sekarang.
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Yang yang pertama yaitu peraluran daerah nomor 11 tahun 1982 tentang penataan dan
pengelolaan Kepulauan Serbu Kotemadys Jakarta Utera ya lhat judulnys dan
tahunnya tahun 92 ini masih Kepulauan Senbu masih berada dalam pesisi status
Kecamatan bagian dari Jakarta Utara tahun &2

Kemudian raperda yang kedua adalah peraturan dasrah nomor 2 tahun 2011 tentang
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Kedua raperda ini telah diajukan ke DPRD
telah disampaikan dalam rapat Panpurna telah mendengarkan pemandangan wmum
fraksi-fraksi dan juge telah mendengsr tanggepan dan pada dan sksekutif dan kim
menjad: pokok bahasan dan Bapempenda

Kita awall dengan Perda yang perama yaitu Perda nomor 11 t@hun 1992 tentang
penataan dan pengalolaan Kepulauan Senbu Mola Jakaria Utars. ya secara fisik
sakarang telah nadir barsama-sama dengan kita pak Bupall Kepulauan Seribu yang &
beseria dengan jajaran Pemerintahan Kepulauan Serbu, jugs ada dan kepala biro
hikum dan dan dinas Citats, Citata yang merupakan leadng sektor dan peraturan
daerah ini.

Jadi silahkan distur gimana caranya, tapi yeng mungkin perfu kita dengarkan dull kira-
kita keberadazn Perda 11 @hun 92 ini ya perlu jugs disampalkan apakah oleh kepals
birg atau dar bupat atau langsung gimana caranya, Citaia aja oke silahkan.

13:03:22 ka. Dinas Ci Tats nahan

Assalamualatum warahmatulfiahi wabarakatuh, tenma kasih bapak pimpinan mobon
izin pak Bupatl, pak Karo Hukum [adi memang kam| mengueulkan untuk Perda 17 tahun
82 ini untuk dicabut pak, siasan pencabutan ini karena sudah tidak ada relevansinya
|agp dengan dinamika paraturan perundangan yang sda sekarang,

Contohnya terkait dengan perubahannya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang
Cipta Kera, kemudian pembentukan Kabupsten Administrasi Pulau Serbu yang
sshanamys sudah ditetapkan dalam PP tahun 2001 PP 55 jadi sudah tidak jadi bagian
Kecamatan lagi di Jakarta Utara tapi sudah menjadi Kabupaten.

Kemudian tiga terkait dengan diistarbalakangl dengan adanya pengaturan di RT RW
dan i ROTR |adi dan sisi tata ruang dan juga dan sisi ketentuan fata bangunan [t
ssbenamya sudah diatur dl dalam RT RW dan di RDTR. sshingga Perda ini hidak lagi
relevan untuk mengatur terkalt dengan tata ruang

Oi ssmping Itu juga pak pimpinen ada 25 paraturan perundangan yang mendasar
Parda 11 92 ini yang sematanya sudah dicabut oleh pératuran peruntgangan, kemudian
gda juga & peraturan pefundangan lain yang sudah mengalami perubaban yang
mienjad dasar Perda |ni, sehingga perlu dilakuken pencabutan dan dengsn ada yang
pencabutan ini sebenarnya tidak sda kekosangan aturan pak
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Karena dari sis tata ruang sudah diatur dj dalam RT RW dan ROTR, kemudian dan sisi
tats bangunan ketentuan tata bangunan sudah distur di dalam Pergub Tata bangunan,
untuk kewllayafannya sudah diatur di dalam PP 55 tahun 2027 mungkin itu penjelasan
singkat dar kami pak t@ima kasih.

13:08; nqgolan, SH., MM

Ternma kasih, iadi adi kita sudah sama-sama dengsr bahwea tidsk akan ada
Konsekuensl kakosongan hukum walaupun peraturan deerah yang dicabil, jad saya
pikir saya kifa langsung bacakan ajg y& dralt Gan raperds in.

Rancangan Peraturan Daerah Proving Daerah Khusus |bukota Jakarta nomar tentang
sencabutan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1882 tentang penataan dan pengslolaan
Kepulguan Sevibu Kotamadya Jakarta Utara dengan rahmat Tuhan Yang Mana Esa
Gubemur Dasrah Khusus lbukets Jakarta menimbang .

A. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang
perubahan atas undang-undang nomer 27 tshun 2007 tentang pengelcizan
wilayah pesisir dan pulau-pulau keol sebagaimana telah diuban dengan undang-
undang nomor & tahun 2023 1entang penetapan peraluran pemerintah penggant
undang-undang nromor 2 tahun 2022 fentang Cipla Kera menjadi undang-
undeng dan pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 21 tshun 2027 tentang
penyelenggarasn  penalasn  ruang, pengaturan  persitan  pesssif  yang
dilaksanakan sesuai dengan norma stander prosedur dan kntera yang chatur
cleh Pamariniah Pusat melalul paraturan mantar

8. Bahwa Pematwran Daerah nomor 17 fahun 1982 tentang penatsan dan
pengelglaan pengalolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakara Utara sudah
tidak sesual dengan persturan perundang-undangan di bidang penatsan ruang
den pangaturan mengenal penataan ruang wilayah Kepulauan Seribu sebagsi
bagian wilayah administratif Deerah Khusus |bukota Jakarta tetan diintegrasikan
ko dalam perencana detail tats ruang Provinsi Dasrah Khusas lbuliota Jakarts

O Bahwa berdasarkan pertimbangan sebegammans dimaksud dalam hurutf A dan
huruf B8 perlu menetapkan peraturan dasrah tentang pencabuian peraturan
daerah nomor 11 tahun 1982 tenlang penatzan dan pengelolaan Kepulauan
Serlbu kota Madya Jakarta Utara, mengingat :

1 Pasal 18 ayal 6 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1845,

2. Undang-Undang nomor 26 &hun 2007 tentang penataan ruang sebagamana
tatah diubah dengan undang-undang nomor & tahun 2023 tentang peneiapan
peraturan pemerintah pangganti undang-undang nomor £ tahun 2022 teniang
Cipta Kerja menjadi undang-undang lembaran Negara Repultlik Indanesia
tahun 2023 nomar 41,
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34 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Pemerintahan Fravinsi
Drasrah Khusus lbukots Jakarta sebagai lbukotas Negara Kesatuan Rapublik
Indonesia, lembaran Megars Republik Indonesia lahun 2007 nomor 593
lambahan lembaran Negara Republik Indonasia nomar 47 44,

4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5 Pergturgn Pemerintah nomor 21 tahun 2021 teniang penyelenggaraan
penataan ruang.

Déngan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Dasrzh Provinsi Daerah Khusus
ihukots Jskarts dan Gubernur Deersh  Khusus lobukots Jakarta memutuskan
menetapkan peratursn dasran tentang pencabutan peraturan daerah nomar 17 t&hun
1892 tentang penatasn dan pengelotaan Kepuiauan Senbu kota Madya Jakarta Ulara
Pasal 1 pada saal peraturan daerah in mulai beriaku peraturan daerah nomor 11 tahun
1997 tentang penstean dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jskaria Utara
dicatut dan dinyatakan tidak beraku

Pasal 2 peraturan daerah inl mulai berlaky pada tangoal ditetapkan, agar galisp Orang
mengetahuinya memerintatkan pengundangsn persturan  daerah Nl dengan
penempatannys delam lembaran deerah Provinsi Daerah Khesus bukota Jakaria.

ltalgh bumyl, jadi hanys ada dua pasal mengenal bagian considerans manmmbang
mengingat jsinys adalah sepert yang dissmpaikan oleh ibu Merry tad bahwa paraturan
daerah Inl sudah tidak relevan lagl makah keberadaannya jadi menimbulkan tumpang
tindih. gde kesan tumpang tim d peraturan, walaupun secara hakikatnya sabenamya
Sidah bisa dinyatakan sudah tercabul semua nih. tapi untuk lebih menghindar hal-hai
nagatf di lapangan maka dengan sshalknya dicabut.

Eﬁslh dengsn saya bacakan fadi 2 pasal dar raperda Ini. apakah pencabutan raperds
nomor 11 tahun 92 ini bisa disetujul atau ada yang pedu diperelas terietih dahulu
silabkan

13:10; all

Ternma kasih ketua yang terhormat anggota bapemparda dan uga dan pihak eksekutf
\gdi ada semacam penjslasan singkat yang mungkin nanh bisa dulang sedikt ya can
bu. selama inl uniuk kita melgkukan penataan maupun pengsiolaan kKhususnya ya o
sana kan memang masin mengacu pada Perda yang lama, dan Hupun sgpertinya
belum bisa sepenubnya dilakukan

Namun menalkuti darl kensekuensi telsh ditetapkannya undang-undang baru ini mau
tidak mau memang harus ya tunduk padahal EBrsebut mungkin nantl parlu diberikan
sedikit gambaran ya, memang sedikit agak teknis tapl paling tidak inllsh nantnya akan
menjad acuan barsama khususnya Pemprov DK Jakaria

Ketika ingin mengimplementasikan ya berbagal program baik yeng sifatnys penataan
maupun pangelolaan maupon pengsiofasn i kKhususnya d Kepulauan Saribu ftu
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sehingga ketika Ferda Ini sudah dicabut, hal-hal yang sifatnya pengeletaan maupun tad
penatzan di sana itu dan implementasi program-program Pemprov di Kepuladan Senbu
ity tidak mengalami kendaia-kendala regulast maupun kendale-xendaia leknis

Mungkin biza diberikan sedikit gamoaran seperti iy bu Memy karena bagaimanapun
kita bukan mamufai dar sssuatu yang nol ya kan tidak munghin ini dari nol lagi kan di
Kepulauan Seribu, justru yang kita harapkan dengan ininya ini dicabut perda scabut
kemudian mengacu merujuk pada reguiasi yang lebih tinggl maka diharepkan ada
parcapatan mungkin potensi-potensi percapatan ini juga mungkin Disa dibankan sadikit
gambaran seperti (tu pimpinan terima kasit.

13:11:00 Pantas Nainggolan, SH., MM
Silghkan ranti bisa bergiliran pak bupat jge Bisa juga nant menambahkan reslita di
igpangan silahkan.

13:13:13 ka, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Batk terima kasih pak pimpinan Jad beginl pak di Perda 11 @hun 92 itu kan mengatur
liga hal sebenamys pak, twerkait dangan kewilsyahannya wilayah sdministrasinys ke
witayahhan kemudian yang kadua terkait dengen tata ruang yang ketiga terait dengan
pelaksanaan pambangunan pedungriya

Jadi nant ketentuan terkail dengan bangunan gedung di Pulau Senbu nah hga hal ini
sebenarmys sudah ada peraluran perundangan yang mendasan yang pertama itu kalau
lerkait dengan tata ruang kita punya Perda BT RW, dan kita punya Pamgul ROTR pak
jadi pengaturan terkait dengan ata ruang strubktur ruang pola ruang kegiatan-kegiatan
pemanfaatan ruang itu sudsh distur di dalam Perda RT BW dan Pergub ROTR

Ditambah |agi sekarang ini Perda RT RW kita sedang direvisi yang sudah diintegrasikan
dengan ruang lautnya RN, jad| sudah menjadi salu kesatuan sehingoga terkait
dengan tata ruang itu sudah di atur di dalam perda RT RW dan juga Pergu RDTR
yang terkait dengan bangunan gedung dl Kepulausn Seribu pak, itu kits sudah atur
cecara teknis di ketantuan lats bangunan kits punya Pergub 135 tahun 2019

Tentang pedoman tata bangunan nah o dalamnya ilu mengaur terkail dengan
pemanfaatan di Pulau Senbu, balk pemanfaatan di puleu daratannya maupun dl dasrah
segisimys pak, itu sudah kita atur bagaimana caranya nanti apa yang boleh apa yang
tidak bangunannya hares sepertl spa tu sudah distur

Sehingga secara kessluruhan sebenarnya pengatusan yang baru sudah ata sehingga
Sarda 11 Inl sudah tidak diperukan ardinya dia sebenarmya masih hidup tapl secara
wkniz dia tidek bisa dipakal sudah tidak digunakan nomenklatumya pun sudah berubah
gltu pak jadi singkatnys seperti iU kirg-kira penjelssannya pak secara ieknis tenma
kasin,
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13:13:36 ka. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
ka wilayah kan sudah ada di PP B5 ya pak di situ terkait dengan wilsyah administrasi

Kabupaten administrasi Pulay Serbu dan sudah jugs di dalam fata ruang ilu sudah
diatur batas-batas administrasinya demikian pak.

Baijk terima kaslh pimpinan dan anggola dewan yang saya bormati pada kesempatan ini
izinkan saya menyampaikan beberaps hal yang malalarbelakangi danpada pencabutan
Perda 22 Tahun 1992, memang tadi sampaikan olsh bu Mery dan dinas ciata babwa
pertama yang melatarbslskang dicabut seperti in adalah Feraturan Femeanintah Nomor
55 tahun 2001 tEntang pembentukan Kepulauan Senbu Kabupaten Hepulauan Saribu
bukan lagl menjadi bagian dan keta administrasi Jakarta Utara

Yang kedua Persturan Pemerintah Momor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk
pembangunan keperwisatesn nasional, Kepulauan Seribu lelan dietspran sebagsi
salah satu kawasan siralegl parwisata nesional KSPN uniuk itu ya dengan
dibariakukannya PP tersebut tentunya kondis eksistng d Pulau Serbu sast ind
n-@'l.galaml hambatan terhadap pengembangan panwisaia

Karena memang bagian perencanaan tats rusng pengobatan rusng yang saat ini ada di
pllau sarby lebih didominasi dangan pemanfaatan konservasi alam, ini yang menjadi
pertimbangan kami untuk bisa dicabut Perda 22 1882 karena bdak redevan dengan
perkembangan zaman, yang selanjutnys mungkin perfu adanya di dalam peta Inl pariu
adanya pengaturan komitmen hkeseimbangannya antara konservasi alam dengan
pembangunan pedumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Saribu ini juga harus menjadi
sgian satu landesannya sehingoa bisa menjamin kelestaran juga keanekaragaman
jugas biclogisnys di Pulsu Senbu |uga bisa dbangunnya pembangunan dan
periumbuhan ekanoml yang ada di Pulau Serbu, mungkin itu yang bisa ditakukian i
dalam nanti yang baru agar ada kessimbangan ya antars antars konsenlrasi alam
dengan pembangunan perturnbuban ekonomi mungkin itu makasih,

13:17: iro Huku

Terima kasih pimpinan saya hanys mengulas lagl karen2 memang yang sudan
disampaikan by Merry ifu kita sudah punya Pergub nomor 31 Tahun 2022 tentang
ROTR yasng isinya mengatur pemandastan ruang balk ruang daratan pulau maupun
pemanfaatan rusng perairan pesisir meliputl kegatan rekreas! dan panwisata hunian
pendidikan konservasl perfahanan dan keamanan penaliian dan prasarana umum, fadi
gehenarmya sudah komprehensif ketka Perda ini masih  ada  justru akan
mambingungkan karena inl sugah sda reguiasi yang baru kita juga sudah punya Pergub
leotika ini tidak dicabut malah skan menjadl perfanyaan kefua mungkin itu sz tenms
rEsih

13:18:23 Syarifudin

Terima kasih ke pak Bupatl mendangar penjelesan bu Men @d kan Perda ini memang
sudah ligak istilahnys sda tapl tidak hidup ya tdak bisa relevan, selama |nl pak Bupat
salama Perds ini belum dicabut pengembangan yang Bupatl lakukan atau banyak yang
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sekiranya mengganggu atau bertabrakan dengan Parda yang bary, karena terkait uniuk
pengembangan wilayah apabila sudsh dicabut ini spakah tidak mungkin kepulauan
yang rekiamasi itu pak kalgu banyak yang pulau-pulauan reklemasi bisa nggak di
menjadi apa fidak barhubungan dengan pulau yang bapak pimpin

Maksudnya Perda yang Kita dicabut Ini berhubungan enggak dengan kepulsuan
raklamas| yang memang katanya kan adl biss membuat Pulsu Seribu biss maju
penataan nya kan wilayah Apaksh tidak mungkin dimasukkan ke pulau reklamasi Fulau
Serbu jadl menjadi satu kesaluan & luar Jekarts Uara gitu, jadi biar supays “ada
manfaatnys juga jadi Pulau Senbu itu kemajuannya bisa lebih merata dan bisa lalxn
cepat gitu foh itu safa pimpinan silakan bapak Bupati.

Kalau mealihal dan parkarrﬂ:ang&n Fl.ﬂil.l Eenhu yanu sudm usianya 22 tahun yang
samenjak ditetapkan dis menjadl kabupaten perkembangannya darl faklor panwisata
memang sangat luar biasa. arfinya cuman tdak dimbangi dengan pambangunan dan
pertumbuhan skoneml yang ada di Pulau Saribu

H:.-irapan kami ya dengan dicabutnya 11 tahun 1882 Ini akasn membawa dampak
bagaimana Pulau Seribu ini bisa dibangun kawasan ekonomi inl pun lentunys sudah
diiakukan ya, dilakukan pengkajian bahkan dar Citats mengalakan bahwa ini paru ada
perubishan terhadap tata ruang aiau karena tata ruang inl sangat bermanfaat di dalam
rangka bagaimana Pulau Seribu ini menjadi bagian darl Kawasan siraieg masional

Bahkan kalay melihat dan kondisi saat im Pulaw Senbu itu hanya bagian dzan wilayan
konservasi alam yang dkuasal oleh Taman Nasional Kementerian lingkungan hidug
hampir setengahnys itu manjadi kewenangan pengelalzan Taman fingkungan Midup
terutama nasional Taman Nasional ya Kementaran lingkungsn hidup i yang hams
men|adi perhatian busat kits

Bahkan Pulau Seribu pun sudah ditetapkan menjedi proyek stateg nasiodal oleh
Menko Perskoncmian di kawssan tersebut hal ni tdak beranjut Karena kendaia
gengan penguasaan kawasan tersebut

yang saat ini masin di apa dikuasal kewsnangannya oleh Taman Nasional Kementerian
lingkungan hidup inl yang menjadi kendala yang tentunys dengan adanya pancabutan
Paerda ini ya ini akan ada tadi pengamatan tata ruang yang bisa dibangun zona-juns
mana saja yang bisa dibangun ya yang tentunya harue ada kasaimbangan

yang saya katskan tadl keseimbangan antara konservasi alam dengan pambangunan
pertumbuhan ekonomi di Pulau Seribu inl sebenamya yang menjadi bagaimana pekara
yang lama inl yang tidak sesual sehinggs rekomendas: dar Kementerian tersebot juga
tidak keluar gitu kan sementars rekomendas| dan Kementenan lain seperti dari
Kemantarian Parekral pun sudah keluar mendukung proyek strateg nasionai yang ads
4l Kepulauan Seribu ni yang saat inl kita lihat ya kemajuan Pulau Sanbu iu filak satara
dangan daratan gitu masih jauh ya dengan kemajuan darat dengan Pulau Senbu ni
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yang tentunya harapan kami ya juga tadi dikatakan juga harapan kami bagaimana [uga
bisa e Kita memberikan peluang ya investasi yang ada di Pulau Serbu untuk bisa
mengembangkan Pulau Serbu menjadi Negsn Serbu Pulau yang mungkin sebagal
Kata \Wisata harapan saya bisa sama dengan Senfosa |sland gitu kan Kalau mungkin
perbandmgannya di negara ASEAN mungkin it Pak dewan ya

jﬁ;ﬁ;&ﬁ Pantas Nainggolan, SH.. MM

Jadi kalsu kita fihat di lampiran raperda ini yang merupakan penjsiasan ragerda Saya
cukup cukup jalas ya jadi memang semua fakia-fakia menunukian bahiwa keberadaan
Parda ini maiah sudah fehih mengganggu sebenamiys fakis-fakltanys semua aturan-
ghiran sudah berubah termasuk yang manjadi konsideran daripada Perda 11 1892 im
ini juga semuanya sudah berubah

Jadi rohnya sebenarnya udah nggak ads (agi deh baik dengan penjaiasan fadi Apakan
kits bisa menyetujui Rancangan peraturan daeran pencabutan ini. Makasih dengan
demikian kits audah menyelesaikan satu raperda pencabutan kifa lanjut ke raperda
yang berkut raperda pencabutan peraturan dasrah nomer 2 tahun 2011 tertang
pendaftaren penduduk dan pencatatan sipil nah in di depankic juga sudah hadir dari
dinas kesendudukan vang menjadl Leading sektor kependudukan di wilayah DKl
Jakarta dan juga menjadi sekior dari paraturan dasrah ini

Telong disampaikan penjelasan dan yakinkan Bapek Perds bahwa pencabutan ini tidak
memmidkan  fidak menimbulkan kekosongsn-kekosongan hukum  dan lidak
manimbulkan masalah-masalsh yang tidak yang ya masalah-masalah yang Gdak pefiu
silakan

13:28: ala Dinas uduka ipil

Termakasih Fimpinan dan enggota apapun perdata Bupati pakar hukum besera bapak
lbu yang hadir pada kesempatan ini penjelasan dan dinas dukcapil terkait cengan
pencabutan perdaduan tahun 2001 2017 di mana Perda 2 inf adalah turunan dan
undang-undang nomor 23 tahun 2008 secara nasional undang-undang 23 Ini
diperbaharu melalul undang-undang 24 tahun 2073,

Jadl ishirmya Perda inl cukup di belakang dengan perimbangan bahwa peraiuran-
peraturan yang setelah undang-undang 24 tahun 2013 sudah banyak perubahan terkail
mekanizme dan isyanan yang disdakan di denah dukcapil undang-undang 24 i sudsh
mengafami perubahan dan 23 setelah ada 13 parubahan

yang pertama stelsel akt! panyelenggarasn pemilu intensif laksana dan penduduk
kedua ada penerapan s5as domizill datam penyelenggaraan admindo

ketiga dihilangkannya syeral penetapan pengadilan yang melebini T tahun
kaampat pemberiakuan kipl ssumur hidup

kelima maksudnya elemen biometrik pacda bicdata penduduk

keenar 28mua jenis layanan adminduk tidak dipungut biaya atau gratis

ketijuh implementasi isyanan Kia dan
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kedelapan layanan kependudukan terintegras: dengan vanan publik 1ain

kesembilan tidak diperukannya pengantar AT dalam  pengurusan  dokumen
kependudukan

kesepuluh peiayanan asministras!

kesebelas penarapan dokumen elekironik dan tanda tangan elaktronik

duabelas tidak dipedukan kedatangan RT dan Lurah dalam kartu keluarga dan kipl

1.i|_;a helaz adalah pemanfaatan data melaly aksas data

Dari 13 perubshan itu maka secara nasional sudah ishir Persfuran Presiden nomor 86
tahun 2018 tenlang persyareian dan tata cara pendafiaran panduduk dan pelantan sipil
nah ini sudah sudah twrunannya dengan pammen-permean yang beraku Sampai dengan
s@al ini

Irfs:,rﬂailah dengan pencabutan Pertda (ni tidak berpengaruh Karena sekarang [ayanan
induk sudah berpedoman kepada undang-undang 24 tahun 2013 serta peraturan di
pawahnyaitu penjelasannya Terima kasih Pak Tua

13:30:04 Kepaia wm Setda

Perlu sava sampalkan menambahkan daf Pak checklisl bawa dan Digen dukcapi
Kemendagri permah manginmkan sural bapak surat surat edaran Dien dukcapll
kemended Kemendagri nomor 470 memeriniahkan kepada Kepala Dinas unil kerja
yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipl provinsi kots Kabupaten saiurun
Indonesia

Menegaskan bahwa [enis layanan persyaratan dan penjelasan dalam pelayvanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipl tanpa menambahkan persyaratan bard
artinya memang sudah ada standar dar pemerintah pusst terkalt dengan adminisirasi
kependudukan,

Jadi ketks kita mendapatkan persyaratan atsupun tidak diperbolehkan dengan
demikian Ini sudsh menjsdi dasar yang kual karena memang dan pengampu masalan
kependudukan sudah mengingatkan kits sebenamya ketua tenma kasih

13.30:31 P i H., MM- K . H da
Kata jain aturan-aturan di sias tdak ada amanat unfuk diatur letyh ianiut dengan
peraturan dasrah mohon [2in jadi ini Setahu saya nantl dilengkapi Pak sekdes Pak jadi
aluran fentang kependudukan |ni sudah tenntegrasl secara nasional.

Jadi dangsn adanya e-kip dan iain-iain ity maka data lahir mati Kawin Ceral juga sudah
lerintagrasi secars nasional tenma kash

3:32:00 Pantas Nai A
Baik makasih tadi sudah kita sudah sama-sama dangar panjelasan raparda pencabltan
ini 2zpert yang sudah disampaikan cigh dinas kependudukan maupun bird hukum yang
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intinya pengaturan matalul peraturan daerah ini sudah diambil zlibh oleh ketertuan-
ketentuan yang lebih tnggi.

Jadi sudah digmbil aif oleh undang-undang yang bedaku secara nasional dan Ladl
seperti disamparkan el Pak Sigil tidak boleh menambah menambah |agl dan aturan-
aturan yang sudah ada aturan-aturan itu sudah tercantum di bagian penjeiasan dart dar
raperda pancabutan ini.

Jadi idak akan ada kekosongan hukum dengan dengan dicabuinya pergiuran dasrEn
i dan layanan kependudukan baik ity pendaftaran penduduk maupun pancatatan sipll
sebagaimana judul dan dan raport dan peraturan daarah yang dicabut inl tetap banalan
saisua dengan aluran-aturan yang berlaku baik darl silakan terma kasih

Kalau kita blcara dan perspektif hierarki hukum memang konsekusnsinya ketika ada
regulesl baru yang labih tingal regislasi yang lebih rendab di bawahnya harus marujuk
k& sana kemungkinannys opsinya itu cuma dua direvisi atau dicabut konteks kita pada
HP” Int adaiah mencabut sepert iu

Saya mau sedikit mengeksplor ya dari reguiasi baru ini yang akan difadikan aclan
bersama jtu apakah memang sudsh mampu manjawab beberapa permasaliahan
kiasixal terkait dengan dukcapil selama ini contoh kits akan senng mih dan il juga
dikeluhican oleh masyarakat ya ketika adanya data-data kependudukan yang crangnya
sehenarmya udah nggak ada entah meninggsl entah spa dan sebagainya.

ini saya muncul terus muncul terus tidak konteksnya nantl uresan Bansos bahkan
pemilu dan sebagainya ini kan databasenya dar| huruf capil semua dividing dsn sans
untuk memilih dicampur

Tap ada keterlibatan misainya kan tapi masalah klasikalnya tetsp ada ya inl paertama ity
sejguh mana dia bisa mengatasi in|

yang kedus kita kan sekarang sadang menuju peda one apa idenbity ya salu apa
namanya aliran data tunggal Identity ya Nah inl sejauh mana inl Bisa mempercapat ke
2rah sana reguiasi yang baru ini dengan dicabutiya Perda yang mungkin dua hal du
bisa diberkan gambaran sehingga kita biss mendapatkan satu eh lebih optimis Tenma
kasih pak ketua

ala Din dulkan dan Pencatnt i
Izin jadi untuk peraturan-peraturan yang turun dari perubahan undang-undang inf jugs
sudah sacara detail menggambarkan lertang leyanan penduduk dan pencatatan sipil
terkait dengan parmasalahan tad yang disebuthan oleh. jadi pada prinsipnya pada
dukcapil Ini kan ada dua pertama progress regisirasi yang dilakukan cieh masyarakst
kedus kita sscara aktif
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jal kita tidak hanya menunggu dar organisasl warga tapi Kita juga datang ki tempal-
tempat terkait laysnan yang sda o warge sendin gitu jadi Insyssilah sih untuk data
ganda dan sebagainya ilu masih mungkin masih peringgalan yang lama

sekarang seteiah adanya geometri jadi orang tidak bisa lagl punya cus edititas kaisu
yang dulu balum ada perckaman biometric memang ada orang misainya berubah nama
suku kata ajz bisz menjadikan NIK dus dan pada szatnya punya KTP 2 tapl sekarang
kalau registrasinya sudah geomelrik maka fidsk ada mungkinkan Ya mungkin 1t
penjalasannya

13;35; la Dinas Ke uduka ipl
lya InsyaAliah ya ya termasuk kan sekarang udah terpusat jadi kite tuh dia punya data
di DK sendirl langsung ke nasiona

13:35; lzmail, 5.Pgl
Pak regulasi barunya inl bisa menjawab kebutuhan (fu?

13:36:24 Ke i an Pancatatan Sipil
Y& kan dengan misalnya dengan biometric semua orang men@adi satu tentu terkait
dengan siakholder yang fain kalau misalnya mau bupati misainys pejak menggunakan
nin kits ya kita nant dengan pajaknya harus dengen kolaborasi

terus dengan apa pelayan publik lam =eperti itu jadi sekarang sudah pemanfaatan NIK
oleh pelayanan publik |ain dengan web service maupun dar poral jadi kerjasama yang
diberkan akses oleh Keamaenienan

13:37:2 ala Bi etda

Jadi izn pak [adl memang di DK ini pak ferkait dengan pertanyaan bapak tadl terkait
single identity mungkin kita bisa di sinl kits menjemputnya NIK ya pak ya nanti dan
dinas dukcapil ini sedang berusaha juga untuk melskukan fracing pak lerkait jugs
dangan MK Jekaris tetap dis tidak & Jakarla

Nah ini ade kebijakan-kebijakan yang disabs! yang sedang dikerjakan gan rencenanys
mungkin dikerakan tabun depan ini ya pak ya inl untuk penertiban NIK pak jadi benar-
bener yang tingaal dl Jakarta Inl memang orang yang NIK-nya Jakara

apl kalau yang NIK Jakarta tidak tinggal dl sini mungkin sementara akan dinonaktifikan
tetapl ity pun pasti ada mekanismenya ya pak ye mekanisme umuk menonakiifkan
sama ketika ada komplain dia harus mengaktifan juga sudah dibuka pintu prosedurmya
pak Mungkin itu menamoahkan

13:41:33 Hardivanto Kenneth, S H. M.H., M.Si, C.L.A. CRA A CRP.
Assalamualsikum  waranmatullahi | wabarakstuh  yang saya  hormatl  pimpinan

Bapemperda semor saya pak pantas Nanggolan can rexan-rekan anggols
Bapempards dan dan pihak eksekutil cukup menarik ya dan saya apresiasi dull pak
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Bupatl hadir ya Pak Bapak hadir biasanya ada perwakilan nih Raja Pulau Senbu bisa
hadir gitu loh jadi saya apresiasi lah

kaiau saya melihat fenomena seperl inl pak saya tpikal orang yang prakts kalau kita
debat-debat sepert I saya rasa dari pihak ngucapin juga patti punya keterbatasan
nah inl wugas Bupat pak junsadi saya harap bapak juga harus proskif 4 s karena
bapak yang lshih ngeri wilsyah bspak gitu loh kalau semua dibuang ke dukcapi
meraka punya keterbatasan

jadi pulau =eribu in saya enggak mau lag lah saya karena saya di Kamist [ pak
mungkin bapak ¢ekat sama pak idns saya tahulan teman bapak tuh saya lihat Inl kalau
desis pembangunan inl pulau serbu ini kasihan sekall pak jadi kayak seakan-akan tun
enggak diakui gitu di jakarta |0l padahal ada eksis di Jakaria inl

nah peran bupatl juge menurut seya |ugs sangal signifikan bapak juga harus proaktf
gitu Ioh dan saya lihal pulau senbu ini kan enggak terall banyak ya masyarskatnya ya
cuma memang dari sisi apa namanya wilayah mungkin agak berjauhan ya menjadi
sugty masalah tapl kan saya rasa bukan sualu Bu menurit says pak benar enggak
pak? Setuju enggek pak?

jadi harus aga suatu kolaborasi antara pemeriniah kabupaten dengan dan pihak dinas
Dukcapil baru tess clear masalah nih kalau semior saya ini pak ismail niatnya baik
cuman kalau saya es mefinst dari sisl yang berbeda ya bener npgak pak? kalsu kita
hanya nyar-nyan orang past ada ketecbatasan

nah mengenai secars real time bapak yang lebih paham karena kan untuk bantuan
bantuan bansoe bantuan-bantusn yang isin-lain bapak kan Jembatan RT RW toh ye
kan itu mitra bapak gitu loh maksud saya kalau lurah sana ada lurah shggek pak? zaya
pikir anggak ada lurahnya langsung bupat nah lurah kan jugs bekerid mitranya kan
ujung tambaknya BT RW gitu loh

nah menurut saya sih kalau memang mau benar-benar senus kelay memang mau claar
mau benar-cenar apa banar-benar selesal kalau bisa e Im tercbosan g@ sih pak In
maksud saya masukkan dan says kalau bisa lurah lurah juga disurub gerak lah jadi bisa
tahu mana yang udah bukan warga sono yang masih warga sono bener engoak paky
|ach memudanken

jadi pulau seribu tuh enggek auto pilol gitu foh ya pak sakdis ya inl pak bupsll saya
nambahin gja nih pak bapak jangan terlalu tegang juga nih says cumsan ngasin
masukan boleh dijalanin boleh enggak kan lerserah bapak saya hanys mau masatah i
enggak berlarut-lanut

kalaw caya dapil Jskarta barat pak di jakerts baral juga sepert itu cuman saya aps
namanys saya rangsang pak uus fuh saye ajak camal walixola apa camat lurahirys tapl
makin sini s2ys likat parmasalahan sudah manis sedikit kalau [skarta barat ity karena
mamang &da ada preaktiflah dan kepaia daarahnya terutama wahbil khusus bupst iah
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yé karena kabupaten ya. paiing i aja pak kelua masukkan dan saya tenma kasih
wassalamualaikum warahmatwlah wabararatuh

13:43:48 Pantas Nainggotan, SH., MM

Atla tambshan lagi pak Fen? mungkin ya lebih kepada mesukan-masukan ya saran apa

sgmuanya untuk lebih mengoptimatisasl saya akan melanjutkan membaca Raperda kia

paraturan daerah provinsl Daersh Khusus |bukota Jakens nomor tahum teniang

pencabutan persturan daerah nomor 2 tahun 2017 tertang pendaitaran penduduk dan

pencatatan sipil dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubemur Daerah Khusus

Ibukota Jakartsa menimbang a, b, ©

& Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 tabun 2016

tentang pembatslan beberspa ketenfuan peraturan daerah provinsi Daersh
Khusus lbukota Jakarta nameor 2 tahun 2011 lentang pendafiaran dan
pencatatan =ipll beberapa ketentuan paraturan daersh provinsl nomor 2 i&hun
2011 dibatzlkan karena berentangan dengan peraturan yang lebib tinggl dan
kepantingan umum

b. Berdasarkan surat edaran dirskiur jenderal kepandudukan dan Catatan Sipil

¢ Bahwa berdasarkan pertimbangan yang enggak maksud saya apakah cukug
dengan kontennya seperti ini pak Sigil karena ya sengal says menimbang ni
bagian ada landasan flosofis ada landasan juridis ada lendasen sosioiogis nah
sepertl kalau di Kepulausn Seribu itu ada ya kan Raperdaya, silahkan dan siapa

yang Hisa.
13;44.00 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kalau saya lihat kentennya nih ya betul-betul ya sangat-sangat teknis sabenarnya Inl
atau ada silakan dan siapa yang bisa?

13:44; ala Bir &

l#in pimpinan, kami dar biro hukum mengusulkan dref ini dan telah dilakukan
harmenisasi dengan Dirjen PP maupun BPHN Pak untuk Perda pencabutan ini dan dar
mereka menyarankan landasan yundisnya memang sudah ada saran pencabulan aleh
Dagri i huruf & dan landasan sosiologisnys yang sudah ada surat edaran dar Crjen
Dukeapil nomeor 47013287 tahun 2027 inl Jadl memang sudah ada dua landasan yang
mendssan pancabutan inl. lzin pimpinan, terma kasih

3:46:44 Pa alnggolan, SH., M
Yang berkut bagian Mengingat 1 sampai dengan 5 |m marupakan dasar-dasar yuridis
yang menjedl yang melandasi pencabutan ini Dengan parsstuuan bersama, dawan
parwakilan rakyat daerah provinsi Daerah Khusus [bukota Jakara dan Glubernuir
Deerah Khusus lbukota Jakara memutuskan manatapkan Peraturan dasrah lentang
pencabutan peraturan dasrah nomor 2 tahun 2011 tentang pendsfiaran panduduk dan
pencatatan sipil,
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Pasal 1 pada saat peraturan daerah |nl muls barlaku peratiran daarsh nomer 2 tahun
2011 tenlang pendaftaran penduduk dan pencatstan sipll lembaran dasrah provins
Derah Khusus lbuketa Jakada tahun 2011, nomor 2 tambahsn lembarsn daerah
provinsi Daerah Khusus fbukotes Jakarta Nomor 18 dicabut dan dinyatakan bdak
berfaku

Fasal 2 paraturan daerah int mufal baraku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
mangetahuinye memerintahkan pengundangan peraturan daarah Nl dengan
penempatannya dalam lembaran daerah provinsi Daerah Khusus [bukoia Jakarts
ditetapksan di Jakaria.

Itulzhy duz pasal raperda pencabutan im dan juga sudah diwarnal dengan dilampid
dengan penjelasan pencebutan peraturan deerah I besera dengan aturan-aturan
hukurm yang terkall dengan pancabutan ini. Baik dengan saya bacakannya tad| raperda
terssbut ada yang perlu ditambahkan?

40! il d
Secara prinsip sepakat dengan substansi perubahan ini cuman mohon maaf ladi ada
gatu poin yang agak tertinggsl yang sava butuh konfirmasi ya. Inl kan ada 13 pojinnya
yang dicantumkan di sinl =abagai beberapa hal yang balum dizkomadir danl perda Nah
‘s3y& ingin mengeomparasikan inl dengan kaluhan yang ada di masyarake! kKhususnya
para RT, ini poin-poin 12 ya kalau rggak saiah ya. 8dan 12 kalau tidak aiah ya.

intinya Gdak periu ada tands tangan stay pengantar BT, Ini ketika kami urun o
masyarakal inl banyak masukan-masuken yang méreka pafimbangannya ssbanarmya
dan segi keamanan terhadap orang yang bisa memiliki KTP Jakarta katakanizh tanpa
parlu pengantar dari RT

Sementara boleh jadi diz mangambil alamat di wilayah BT tersebut yang dikhawatirkan
ssbagal contoh ya yang senng mereka sampaikan kefika lernyaia orang tersebut
adalan pelaku kriminal atsu leronsme ya, tdak ter deteksl ofeh RT-nys tapi bisa
miembuat KTP langsung. akibetnys ketika terjadi sesuaty paling bdak RT ini dulu yang'
dipanggil di awel

Mah mohon bisa dielaskan nih ya dan aspek pengamanan konsekuensi dari
diterapkannya peraturan baru yang menagasikan ya peran serta RT dalam paling tidak
tands tangan itu kan formalitasnya Tap substansinya sebenamya adalah bagian darni
konfirmasl bahwe bensr yvang bersangkutan adalah beriempat tinggal di sana dan
warga sana, saperl il Pak.

13:50:26 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jadi di gturan tersebut memang untuk penduduk yang sudah terdata tdak dipariukan
lagi pengantar RT, namun untuk biodsta yang baru Kita masih memerlukan tanda
tangan RT jadi harus ada pengantarnya untuk biodsta yang baru. Nah sekarang ini kita
lag menerapkan baru sifatnys dl OKI, satiap efang yang pindah setelah dokumannya

E-fisalzh Page 14 of 18



Lﬁlng-l:ar:l diber formulir unluk lapor ke RT, jadl dibalk HKarena distumya ldak boleh
rn_nnuapai parsyaratan, kaml berikan itu jadi bukan dalam pengurusannya tapi sstelah
pengurusan mereka selalu melapor ke RT

Jadi karena terbentur aturan kita nggak boleh menambahkan syarat-syaral tadi yang
seperlt dijalaskan maka kila di bafik seksrang, dokumennya sudah langkap baru
mereka mealapor Jadi untuk jaminan tempat tinggal Kafau bukan alamatnys becart
meraka hamus ada izin dan yang puhya, terus kalau memeng slamat sendifl ya kila
harus berikan.

13:51:24 Hardivanto Ken - Ra.. CRP.

pak ketua dikit ajs Pak saya mau nanya ini ya saya apa biar kasih sedikit pemahaman
ini ken sebenter lagi mau pemilu nih ya maksud saya untuk di DPT ini berefek Kenapa
terhadap permasalahan seperti iy karena kadang-kadang orangnya uddh enggax di
sgna tapi masih ada hak pilih atau crang yang tinggal di sana tap enggak wrdaftar alau
gimana

karsna kan semua sistemnya semua udah capil kan katau darl KPU ngambilnys kan ya
pak ya boleh enggak Pak sedikll kasih apa saya gambaran jadi saya biar apa namanya
biar paham gitu loh pak sekdis Makasih pimpiran

13:52:19Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk DFT memang salah satu sumbamya DF 4 yang dibenkan oleh Kemertenan itu

DIOSeSnYS prograss regstrasi darn leyenan yang ada maka menadi data di nasional dan
itu diberikan dpt-nya

Mah karena aturannya sekarang masih beraku bahwa prosesnya fidek masih
diperbolehkan tidak sesual domisilinya artinya alamat d| &l tapl dma tinggal di sana gitu
Namun demikian dalam data pendudukriya tetap masib dibenkan untuk memilih sesuai
dengan slamat yang ada di dokumennya Jadi bukan di alamat tempat tinggal dia tapi di
alamat dokumen di kependudukannys

154 3 - Dukcapil
lzin pak sekdis jadi semua database darl Kementerian semua ya Kemendapn semua
bukan dari dukcaepl ya
Kemeniaran dulicapil dukcapil Remenienian
Oh maksud saya gini digen dukcapil kan nama zaya gini Pak kalau darl Kementarian imi
kan justru permasalashan di sana nih ke carut marutannya karena kalau Diren dukcagil
it kan dia tidak mengetahui Pak sampai paling bawah gitu lon kalau bapak saya yakin
El-apak paham iwlah yang mengadi panmasaiaham kadang-kadang kan ada apa
nEManys e pengumuman ya kayak istiah dan KPU kalau misainya enggak Enggak
Apa Enggak punya hak piiih tapl kaisu daftar pakal apa suket ya Apa bisa nyoblos

Tapl enggak semuanys fuh pak snggak semuanys bisz karena kadeng-kadang kan
mesti ribut-ribut duly tuh di TPS baru orang bisa milin nah maksud saya ke depannya
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bisa enggak sih Pak kita memang semua harus kejadian semua ya Maksudnya kita kita
yang punya datanya gitu enggak bisa Pak ya

.Ja:di biar kitz tahu ada permesalahan-permasalahan kg depannye kaiau ades misainya
ada pandemi ada apa kita tisa kolaboras |angsung dengan walikota dengan Bupati jadi
enggak salah sasaran gitu Pak

Kita. masih minta ngasih datanya masih meminta Kementedan il adi dala semua
terpusgl & Kementerian

Pak ketua baleh zin ni lucy kan bapsk yang eksekutor di lapangan tapi kita ngarepin
yang di atas padahal yang & alas kan saya yakin sekall mereka enggek tahu ifu Pak
enggak memahami permasalahan-permasalatian in

Kadang juga kayak kemarin wh bansos yang covid ya kan orangnya udah meninggal
Pak tapi masih lewatl bantuan nah dapatnya dan mana @ difen dukcapil gitu loh
maksudnya ke depannya bisa enggek sih Pak buat tercbosan gitu kita sama Aturan ini
va Pak farbantur sturan ya wah kacau orang Indoness

13:55:56 Syarifudin

Sedikit pimpinan terkat memang pada saat Pak kita Reses juga di bawah BT RW yang
ngotol ite untuk supaya di letap diberakukan pengantar riw kita bdak utup mata lah jad
desgan diberakukannys peraturan yang baru

Saya berharap ini harus disosialisasikan Pak RT RW ity harus mangetabul betul
pemouatannya seperti ini dari atas dulu Turun ke bawan jad mereka tidak ade alasan
untuk mengatakan baklwa lidak ada surat pengantsr gilu loh,

Karana memang kalau di Jakarta itu Pak walaupun 2hannya kecil pradukinya kan padat
kita sama lelangganya enggak kanal saya enggak kenal kalaw enggak ini enggak Turun
ke bawah Dia kan gilu kan.

Karena kan rumahnys sudah bertingkat gitu kan kalau |adi saya nantl kalau wsa kila
dibawa ke Sosperds dukcapi mest ikut nifh pak di Medan untuk sosiglisas) tentang Im
pelayznan dan atas ke bawah supaya RT RW pun paham tidak bisa ngelsk lagi gitu loh

va.

Jad| [angan setelah inf dicabut kita lidsk ada sosialisasinya lagi ity yang menjadi aiasan
RT RW selama kits berkomunikasi dengan Para pengurus sepertl ilu @ja keius
tarimasih

Kepala endudu d
Jadi kita 2018 sudah muter Pak ke 42 Kecamatan dan itu sudah menjelaskan teriait
persturan baru (tu dijelasken memang sebagisn besar ya harm@pannya masih

E.Rizalah Poen 16/ oF 1R



diberlakukan pada RT RV dan kits [ugs udah kamunikasikan dengan Dirjen gitu tenma
kasin,

13:57:18 Pantas Nainggolan. SH.. MM

Apa yang disampaikan tadi itu adalah fakia-fakla yang muncul di [apangan ya lermasuk
juga fungsl kantral RT RW yang kadsng-kadang ya agak-sgak berkurang karena tidak
adla |egi kewsjiban pengantar itu fadi

Jadi dalam beberapa peristiwa rmisalnya tad| sudah disampaikan antara lain misainya
dengan perstiwa bom apa di beberapa lempat ada Wwduhan keteledoran RT RW apa
gemia kan lgh munghin tangoat beaitu saya pikir perlu diparhatikan.

Karena admerestras: Kependudukan menjadi salah satu rentang kendall rentang kendali
urtuk mendataks samua penstiva-penstiwa yang ada d wilayah di seluruh Indones:a

413:58:02 Syarifudin
Menambahkan sedikil pimpinan seielah orang masyaraket mendapatkan [zin untuk
finpgal di situ itu wajib nggak dia melaparkan harus walib tuh jadi supaya mereka betul-
batul melaksanakan

Jadi kadang-kadang sudah punya surat nih sudah punya KTP sudah punya KTP ini
nggak usah |aporan sama RT gitu kan MNah ity yang mest diperiegas pak Sekdis
kewaijibannys i kalau tdak malzkukan laporan ke RT di denda stau gimana Ya kan
sanksinya atau dicabut lsgl ity supaya masyarakat yang baru punya KTP itu betul-betul
melapor ke RTRW jadi fungsi rirw merasa dinargal gitu loh terima kasin

Kalau dulu kan saw kali 24 jam tax mau Wajib Lapor kira-kira gitu sekarang apakah

miasin sda yang aturan-aturan begitu Apakah perlu Apakah apa gitu

Dalam p-ambahasfm b-arlkumya n‘lur!rl;lI-Hrr hzﬂau sudah ﬂda pengganti inl atau penjelas
ieknisrya tu akan dimuat ya

13:59; olan M

Kebutuhan-kebutuhan di lapangan ya kita sif hanya bicara pencebutan doang inl ya
nggak ada acara |ain tap apa yang kita perbincangksn itu saya pikir bisa direspon
dalam bentuk kebijskan-kebijakan yang bisa didaraikan.

Sehingga berangkat dan pengalaman-pengaleman kemarin agds upaya-upaya praventf
yang bisa diperankan oleh cleh aparatur pemenntaban sampar dangan BT RW kira-kira
baik saya tanya apakah rapper dua pasal dalam rapat ssys in bisa disetup Yseluju
makasih,
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14:00:57 P 5
Kita sudah menyelesaikan pembahasan dua reperds pencabutan yaelu pencabutan
Perda Momor 11 tahun 92 tentang Kepulsuan Seribu dan Perda Momor 2 Tahun 20711

tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sigil

Maka sefanjuinya bapak skan melaporkan rapal kita Ini kepada pimpinan DPRD uriuk
kemudian bisa ditindakianjuti lebih iznjut, baik denpan selesainya pembanasan kita
maka selesallah rapat kita dan terima kasih kepada semus kepada semua perangkat
yang sudah hadir dalam kesempatan han ini yang sudah memberikan sumbangan
pemikiran dan juga kepadsa kawan-kawan dan Bapemperda

Terma kasih atas semua parfisipasinya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan

‘Yang Maha Kuasa dengan nilai repat bahwa memperda barsama seluruh ungangan
yang sudah hadic han i ei tutup,

E-Rizglah Pege 18 of 18



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARATA
RN SR BT NG 18, Teln, BSTIRE) Fax SAHI0050
JAKASTE FUBAT

Kpde Pos 10110

Tembussn

1088,/ HK.01.02 21 MNovember 2023
1 (satu) lembar
Lindangan Rapat Kepada
Bapemperds Yth Nams-nama terdampir
a
Jakaris

Sehubungan dengan akan dilaksanskannya Rapat Badan Pambeniukan
Peraturan Daerah (Bapemperds) DPRD Provins! DKl Jakarts, dengan ini
meangharapkan kehadiran Savdara pada

Han Rabu

Tanggal . 22 Novemibar 2623

Waiktu Pukul 10.00 WIB

Tampat ¢ Ruang Rapat Bapemparda

Gedung DPRD Provinsi DRI Jekarta 1L 3
JI. Keban Sirth No. 18 Jakarta Pusst

Acars Pembehasan Pasal-Pasai Rancangan Peraturen Daerah
lentang Pencabutan Peraturan Caerah Momor 11 Tahun
1992 termiang Penstaan dan Pengeiolsan Kapulausn
Seribu Kotamadya Jakarta Utara

Mengingal pantingnya acara lersebut, kami menghsrapkan kehadiran
Saudara tepal pada wekiunys. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan tarima xasih

._.--_:-::. o= _'.':.:;‘- e -Eul MAH‘EL"]‘. EH

1. Pimpinan DPRD Provinsi DK Jakarta

2 P Sekratars DPRD Provins| DKl Jakarts
3. Para Kopals Bagian Satwan

4, Kasubbeg Rumsh Tengga Setwan



Lampiran ! Undangan Rapat Bepemperda
DPRO Provinal DK| Jakarta
Momor 1088,/H¢.0L.02
Tanggal © 21 Novesber 2023

DAFTAR LUNDANGAN
|. Pimpinan dan Anggete Bapempards DPRD Provine DK Jakaria

Il. Pj. Gubemur DRI Jakarla, u.p .

1. Sekretaria Daerah Provinsl DK Jakarts
2. Asisten Parekonomien dan Keaugngan Sekida Provinsl DK Jakarta
3. Asisten Pemeriniahan Sekda Provinsi DKl Jakaris
4 Bupati Kebupaten Administras| Kepulauzn Sedbu Provins! DE| Jakans
5, Inspakiur Provinst DKl Jskaria
& Kepala Badan Paerencanaan Pembargunan Deersh Provinsl DK Jakarta
T Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigras: dan £nergi Provingl DK! Jakarts
8 Kepala Dinas Gipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
9 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinst DK Jakaris
10 Kgspala Dinas Bina Marga Provinsl DK Jakarts
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Proving! DRI Jakara
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DK Jakarts.

Il. Kementerian dan Leambaga Republik Indonesia, wp -
1. Kementerian Hukum dan HAM - Kepala Kanwil Kementenan Hukum dan HAM DE|
Jakarts Lp. Perancang Peraturan Perundang-undangan
2 Dewan Energ: Nasional - Kepala Biro Fasilitas/ Kebijgkan Energe den Persidangen,
Setjen Dewan Enargi Nasional

v Kelompok PakarTim Ahll Badan Fembentuksn Persturan [eerah




BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DFRD PROVINSI DKI JAKARTA

Czftar had r
Han . Ratu
Tarogal
Pukul

Tompat

22 Movemnbar 2023
1000 b 5.0 Selosn.

. Ruang Rapat Bapempe-da Lt.3
Gecung B=ra DPRD Provinsi 2.1 Jakerts

JI Kehon Sirih Ko 1% Jakarts pusal

Noara

. Fapbat can ExgskUtif Perasrirtah Dag<ahl Prave. K] Ja<arta

Fembatasar pasal-passltertkad Hapsrda tentang percstutan Perde Momor 11

Tahun 1252 oniang Penataaan dan Pengelolzan KooLlauar, Senbu Kotanadya
Jakarta Lhara
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Jakarta, 22 November 2023
Badan Fembantukan Peraturan Dasrah
DFED Provinsi DKI Jakarta
Femimpin Fagat,



- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOQTA JAKARTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Daftar kedir P:mp ran da~ Anggeta daperperda D=R0 Proving DKL Jekana
Had Rak.:
“angsal 22 Heverntar 2023
Fiho 10 20 Wib £.2 Sa esai
Terpat Fuang Rapst dapempearda LL3
Godung Bard CPRD Provingi D4l Jakarta
JI <ahon Srib Mo 1h Jakata o sa
ACEra FPembahagan pasal-pazs| 'wrian Raserds tentang pencabutan Merda Mamar 11

Tzbun 1552 Entang Penatasan da Peageloaan Kesulavan =ernbu Botamadya
Jakata Jiaca dan Pambatazan pasal-passl Kaperda tentang penecabusan Ferda
Mo 2 Tahun 204 1 wontang oncoaran Fendudadk dan Fencataan sizil
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